
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  13  TAHUN  2005 

TENTANG 

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis dan 

administratif secara lebih efisien dan efektif kepada  Mahkamah 

Agung, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 

Organisasi Sekretariat Mahkamah Agung; 

Mengingat :  1. Pasal  4  ayat  (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4359); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4358); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT 

MAHKAMAH AGUNG. 

BAB I ... 
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BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 1 

(1)  Sekretariat Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha 

negara yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Ketua Mahkamah Agung.  

(2)  Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang 

Sekretaris Mahkamah Agung. 

 

 

Pasal 2 

Sekretariat  Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua 

Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan 

pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial 

kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan 

Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.  

 

 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

Sekretariat Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi : 

a. koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan 

Mahkamah Agung; 

b. pembinaan ... 
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b. pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis, organisasi, 

administrasi,  dan finansial di lingkungan Mahkamah Agung 

dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan; 

c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi 

teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan 

administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara pada 

Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;  

d. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di 

semua lingkungan Peradilan; 

e. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

serta pendidikan dan  pelatihan  di bidang hukum dan peradilan 

di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua 

lingkungan Peradilan; 

f. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, 

administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan 

ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta 

kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan 

Sekretariat Mahkamah Agung. 

 

 

BAB II 

ORGANISASI 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasal 4 

  Sekretariat Mahkamah Agung terdiri dari  : 

a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum; 

b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; 

c. Direktorat … 



 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
-  4  - 

 

 

c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata 

Usaha Negara; 

d. Badan Pengawasan; 

e. Badan Penelitian dan Pengembangan dan  Pendidikan dan 

Pelatihan Hukum dan Peradilan ; 

f. Badan Urusan Administrasi. 

 

 

 

 

Bagian Kedua 
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

Pasal 5 

  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dipimpin oleh seorang 

Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris Mahkamah Agung. 

 

 

Pasal 6 

 Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Umum mempunyai tugas 

membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, 

pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum 

pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan 

Umum.  

 

Pasal 7 … 
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Pasal 7 

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

Direktorat Jenderal  Badan Peradilan Umum menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga 

teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata 

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada 

Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan 

Umum; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, 

pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana 

perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah 

Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang 

pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, 

pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan 

Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan 

Peradilan Umum; 

d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; 

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. 

 

 

 

Bagian … 

 

 

 


